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N(IMOR : l6rRnuN 2010

TENTANG

DE:WAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RI\KHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN

bahwa sehragai pelaksanaan Penaturan Presiden Republik

Indonesia [r,lomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan

Pangan, sekaligus mewujudktln ketahanan pangan

Kabupaten/lbta sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional

dan provin15i, Pemerlntah Kabupaten Katingan membentuk

Dewan Ketalunan Pangan;

bahwa untuuk lebih mengoptimalkan tugas Dewan Ketahanan

Pangan Kahupaten Katingan sefta menyesuaikan tugas dan

fungsi Dewinn Ketahanan Pangan lrlabupaten Katingan dengan

perkembangan saat ini dipandangl perlu mengatur Dewan

Ketahanan Pangan Kabupaten Katingan dimaksud;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a darlr huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Devrran Ketahanan Pangan K.abupaten Katingan'

undang-unclang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegiwaian lebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nromor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok

KepegJwaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999- Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia N,clmor 3890);

b,

Mengingat : 1.

I ...



Z. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan

(Lembiran lrlegara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99,

iambahan l.embaran lrlegara Republik Indonesia Nomor 3656);

3. Undang-Unctang Nomor 5 Tahun :1002 tentang Pembentukan

Kabupaten lfttingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,

Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten

Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur

di Provinsi Kalimantan Tengah (t.embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 47,l'ambahan Lembaran Negara

Republik Inclonesia Nomor 4180);

4. Undang-Unclang Nomor L7 Tahurl 2003 tentang Keuangan

Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran F,legara Republik Indonesia

Nomor 42BG);

5 Undang-Undlang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4

Nomor 5, 'rambahan Lembaran ltlegara Republik Indonesia

Nomor 4335);

6, Undang-Undang Nomor 10 Tahun :2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan ([embaran Negara Republik

Indonesia Tilhun 2004 Nomor 53, Tambahan Lemtraran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2a04
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Unrlang-Undang Nomor LZ Tahun 2008 tentang
Perubahan lbdua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2044

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia T6hun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun '2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran trlegara Republik Indones,;ia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan L,r:mbaran Negara Republiik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem

Penyuluhan Peftanian, Perikanan dan Kehutanart (Lembaran

Negara Repr,lblik Indonesia Tahun 21006 Nomor 92, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

t0.Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2A07 tentang Rencana

Pembangunern Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2:.007 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47AD;



lt.PeraturanPr:merintahNomor16llhuntgg4tentangJabatan
Fungsionar e.gl;ui Negeri sipil (t-embaran 

. 
Negara Republik

Indonesia TahJ;'tgg+--niomor 22, i-amtlahan Lembaran Negara
-nePublik 

Inrionesia Nomor L5a7);

12.Peraturan Pr:merintah Nomor 59 Tahun 1999 tentirng Label dan

Iklan pangan tlurnnrrun Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor '',1;- fambanJn Lembaran Negara Republik

Indonesia ltlomor 3867);

1.3. Peraturan Pemerintah Nomor 1'00 Tahun 2000 tentang

Pengangkatan ptts Dalam Jabatan sitruKural (Lernbaran Negara

Republik lnOoneiia Tahun 2000 Nomor L97 ' Tambahan

Lembaran N;;;; Republik Indonesia N'mor 4018)'

sebagaiman,a teiah diubalr dengan Peraturan Pemerintah Nomor

13 Tahun ;looi tentang pengangkatan PNS Dalam labatan

Struktural ,frembaiin ru6gara Repil5llL Indonesia Tahun 2002

Nomor gg, rambahan L;mbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4L9'1);

l4.Peraturan Pemerintah Republik Indr:lnesia Nomor 68 Tahun 2A02

tentanglGtahananPangan(LembaranNegaraRepublik
inOonisia 

.1.uh;n 
2002 Nomor L42, Tanrbahan Lembaran Negara

RePublik Indonesia Nomor 4254);

15.Peraturan lPemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan

Pangan, tvlutu dan Gizi Pangan (Lernbaran .Negara 
Republik

tnOjneiia tahun 2004 Nom or-L07,Tambahan Lernbaran Negara

RePublik Indonesia Nomor aazfi;

16.peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

pengelolaan kurrngun Daerah (Lenrbaran Negara Republik

Indjnesia Tahun zoSs ruomor 140, Tambahan Lembaran Negarct

Republik lrrdonesia Nomor 4578);

lT.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2a07 tentang

Pembagiall Urusan Femerinti:lhan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaterr/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2AO7 ruornor 8f Tambahan Lembaran Negara Republil<

Indonesia Nomor 4737);

l8.Peraturan Pemerintah Nomor 41 -lahun 2oo7 tentang organisasi

perangkat Oaeiah (Lembaran NeEara Republik Indonesia Tahun

2OtO7 
- 

Nomor sg; Tambahan Lembaran Negara Repu

Indonesia Nomor 474L);

lg.Peraturan Presiden Nomor 83 'fahun 2006 tentang Dewa

Ketahanalt Pangan;



2O.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian

Urusan Penrerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan
Nomor 3 Tahun 2008);

2l.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan

Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan
Nomor 2 Tahun 2009);

2,Z.Peraturan Ma:nteri Dalam Negeri Nonror 57 Tahun 2407 tentang
Petunjuk Tetrnis Penataan Organisasf Perangkat Daerah;

2l).Peraturan Menteri Dalam Negeri Nontor 13 Tahun 20AZ tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, siebagaimana telah diubah
dengan Peraffiuran Menteri Dalam Nelgeri Nomor 59 Tahun 20A7
tentang Pengelolaan Keuangan Daerilh;

2zl.Peraturan Etupati Nomor 2A Tahrun 2009 tentang Tugas
Pokok dan F:ungsi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
Kabupaten Klatingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun
2009 Nomor 20).

MEMUTUSI(AN :

Menetapk:rn : PERATURAIIIII BUPATI TENTAN(; DEWAN KETAHANAN
PANGAN KII.BUPATEN KATINGAN

BAB I
PEiMBENTUKAN, TIIJGAS DAN SUSUNAhI ORGANTSTTST

Bagian Pertama
Penrbentukan dan Tugas

Pasal I
(1). lvlembrentuk Dewan Ketahanan Pangan, yang selanjutnya dalam

Peraturan Bupati ini disebut Dewan.
(2). Dewarn merupakan flembaga non struktural yanE dipimpin oleh seorang

l(etua.

Pasal 2

(1). Dewan mempunyai tugas membantu Bupati dalam :

a. Merrumuskan kelbijakan dalam rangka mewujudkan Ketahanan
Pangan Kabupaten Katingan dengan memperhatikan kebijakan
yarrg di tetapkan oleh Dewan Pusat dan [rrovinsi.

b. Merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan
mesyarakat dalarn penyelenggaraan Ketahanan Pangan.



c. Ivlelaksanakan evaluasi dan pengendaflian penruujudan Ketahanan

Kabupaten Katingan.

(2). Tugas Dewan Karbupaten Katingan meliputi penyediaan pangan,

clistribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragarnan pangan,
pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan glzi.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

(1). Susunan organisasi Dewan
a. Ketua
b. W'akil Ketua
c. Ketua Harian
d. Sekretaris

merangkap Anggota

e. Anggota

terdiri dari :

Bupati Katingan
Wakil Bupati
Sekretaris Daerarh

Kepala Badan Kertahanan Pangan dan
Penyuluhan.

1. Kepala Dinas; Pendapatan, Fengelolaan
Keuangan dan Asset;

2. Kepala Dinas perindustrian,perdagang-
or, Koperasi, Usaha Menengah, Mikro
dan Kecil;

3. Kepala Dinas Kehutanan;
4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan;
5. Kepala Dinas Perhubungan;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
7. Kepala Dinas Kesehatan;
8. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi;
9. Kepala Badanr Perencanaan Pembangun-

an Daerah;
10. Kepala Dinas Feftanian;
11.Kepala Badan Pemberdayaan Perem-

puan, Anak dan Keluarga Berencana;
12.Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik

dan Perlindunrgan Masyarakat;
13. Kepala Badan Pusat Statistik;
14. Camat Katingan Kuala;
15.Camat Mendawai;
16.Camat Kamipang;
17. Camat Tasik Payawan;
18. Camat Katingan Hilir;
19.Camat Tewang Sanggalang Garing;
20.Camat Pulau lt4alan;

21. Camat Katingan Tengah;
22. Camat Sanaman Mantikei;
23.Camat Marikit;
24. Camat Katingien Hulu;
25. Camat Petak lt4alai;



26.Camat Bukit Raya;
30. Ketua Gabungan Organisasi Wanita;
31. Kepala Bagian Organisasi;
32. Kepala Bagian Hukum;
33. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten;

(2). Unturk Kelancaran pelaksanaan tugas;, Ketua Dewan dapat
meng;undang Kepala Dinas, Kepala Badan, Camat, Tokoh Masyarakat,
Lembaga Swadaya Masyarakat, dan unsur lain yang terkalt untuk hadir
dalann rapat atau pertemuan Dewan, serta mengikutsertakannya dalam
upay,a mewujudkan Ketahanan Pangan Kabupaten Katingan.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 4

(1). Dalann melaksanakan tugas, Dewan dibantu oleh Sekretariat Dewan
Ketahranan Pangan Kabupaten Katingan.

(2). Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Katingan secara ex-
officio dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
Kabupaten Katingan.

(3). Sekretariat Dewan dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan
tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan
Kabupaten Katingan.

Pasal 5

Sekrertariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupilten Katingan mempunyai
tugas mernberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Dewan.

Bagian Keempat
Kelompok Kerja

Pasal 6

(1) Apabila dipandang perlu untuk melaksanakan tugas Dewan, Ketua
Dewan membentuk kelompok Kerja yang t,erdiri atas tenaga ahli dari
unsur Pejabat Penrerintah, organisasi kennasyarakatan dan pelaku

usaha yang berkaillan dengan penyelenggaraan Ketahanan Pangan
lGbupraten Katingan"

(2). lGtenltuan lebih laniut mengenai susunan lleanggotaan, rincian tugas
clan tata kerja di tetapkan oleh Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan
lGbupaten Katingan.



BAB TI

DEWAN IffiTAHANAN PANGAN KECAMATAN

Pasal 7

Untuk mengupayakan tr::rwujudnya Ketahanan Pangan Kecamatan sebagai
bagnan dari Ketahanan Pangan Nasional,Ketahianan Pangan Provinsi dan
Ketahananr Pangan Kabt,irpaten, Pemerintah Keciamatan membentuk Dewan
Ketahananr Pangan Kecamatan yang selanjutnya dalam Peraturcn Bupati ini
disebut Derwan Kecamatan yang di Ketuai oleh Ciamat.

Pasal 8

(1). Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan mempunyai tugas membantu
,Camat dalam :

;1. Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan Ketahanan
Pangan Kecamatan dengan memperhatikan Kebijakan yang
ditetapkan Dewan Pusat, Dewan Provinsil, dan Dewan Kabupaten;

b. Merumuskan kehijakan dalam rangka memdorong keikutseftaan
masyarakat dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan
Kecamatan;

(:. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan Ketahanan
Pangan Kecamatiln;

(2). 1'ugas Dewan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
rneliputi kegiatan rlibidang penyediaan pangan, distribusi pangan,
mdanrgan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan
penanggulangan masalah pangan dan gizi.

Pasal 9

(t). Organiisasi susunan keanggotaan dan tata kerja Dewan Kecamatan
dlitetapkan oleh Camat melalui Ketua Dewan Kecamatan;

(2). Dalam melaksanakln tugasnya Dewan Kecamatan dibantu oleh
Siekretaris Dewan Kercamatan;

(3). Sekretariat Dewan Kecamatan secara ex-officio dilaksanakan oleh unit
kerja/perangkat daerah kecamatan yang menangani tugas dan fungsi
ketahanan pangan;

(4). Sekretariat Dewan llecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang
dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua
Dewan.

(5). Apabila dipandang perlu, untuk pelaksanaan tugas Dewan Kecamatan,
Ketua Dewan,Kecanratan dapat membentuk kelompok kerja yang
terdiri atas tenaga ahli dan unsur pejabat pemerintah, organisasi
kr:masyarakatan dan pelaku usaha yang berkaitan dengan
p{-onyelLln g garaa n Ketah a na n Pa n ga n Kecama ta n.



BAT} IU

Pasal 10
DHWAN KETAII{ANAN PANGAN DESA/ KELURAHAN

Untuk mengupayakan terwujudnya Ketahanan Pangan Desa sebagai

bagian dari Ketahanan Pangan firlasional, Ketahanan Pangan Provinsi,

lKetahanan Pangan Kabupaten,dan Ketahanatl Pangan Kecamatan,

iPemerintah Desa rnembentuk Dewan Ketahanan Pangan Desa yang

rselanjutnya dalam Peraturan Bupati ini disebut Dewan Desa yang di

lketuai oleh Kepala Desa/ Lurah.

Pasal 11

(1). Dewan Ketahanart Pangan Desa/Kelurahan mempunyai tugas
rnemtrantu Kepala Elesa/Lurah dalam:
it. Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan Ketahanan

Pangan Desa/Kelurahan dengan memperhatikan kebijakan yang

ditetapkan oleh Dewan Pusat, Dewan Provinsi, Dewan Kabupaten,

dan Dewan Kecarnnatan.

b. Mclrumuskan kerrhijakan dalam rangka mendorong keikutseftaan
mttsyarakat dalam penyelenggaraarn Ketahanan Pangan

Dersa/Kelurahan.
(:. Melaksanakan evaluasi dan pengendaliiln perwujudan Ketahanan

Pangan Desa/Kelurahan.

(2), ]'ugas Dewan Desa/'Kelurahan sebagaimana di maksud pada ayat (1)
meliputi penyediaanr pangan, distribusi pangan, cadangan Pangan,

penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan

masalah pangan danr gizi.

Pasal 12

(1). Organisasi, susunan keanEgotaan, dan tata kerja Dewan

Desa/Kelurahan ditr:tapkan oleh kepala Desa/Lurah melalui Ketua

Dewan.
(2). Dalanr melaksanakian tugas, Dewan Desa/Kelurahan dibantu oleh

Iiekretaris Dewan Dr::sa/Kelurahan.
(3), Iiekretariat Dewan Desa/Kelurahan secara ex-olficio dilaksanakan oleh

tunit kr:rjalperangkat desa/kelurahan yang menangani tugas dan fungsi

l(etahianan Pangan.
(4). Iiekretariat Dewan Desa/Kelurahan di pimpin oleh Sekretaris yang

melaksanakan tugaisnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan

Desa/lKelurahan.
(5). l\pabila dipandang perlu, perlu untuk pelaksanaan tugas Dewan

Desa/lKelurahan Kertua Dewan Desa/Kelurahan dapat membentuk

llelompok kerja yang terdiri atas tenaga ahli dan unsur pejabat

Pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha yang

trcrkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan
DesallKelurahan.

pangan

I

I

I

l



BAB IV
TATA KER'A

Pasal 13

(1). Dewarn Kabupaten mengadakan rapat pleno yang dipimpin langsung

oleh Ketua Dewan Kabupaten untuk menentukan kebijakan pangan

Kabupaten dan membahas pelaporan pelaksanaan tugas Dewan

Kabupaten, secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam
setahun dan atau sewaKu-waKu sesuai keperluan.

(2). Untuh kelancaran tugas Dewan lQbupaten, Ketua Harian mengadakan

rapat Koordinasi ser:ara berkala sekurang-kuranEnya 3 (tiga) kali dalam

setahun dan atau sewaKu-waktu sesuai keperluan.
(3), Dewan Kecamatan mengadakan rapat pleno yang dipimpin langsung

,o[eh Ketua Dewan Kecamatan untuk menentukan Kebijakan Pangan

iKecannatan dan rnembahas tugas Dewan Kecamatart sekurang-
lkurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

(4). lUntuk kelancaran trugas Dewan Kecamatan, Ketua mengadakan rapat

lkoordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 3(tiga) kali dalam
setahun dan atau sewaktu-waktu demi kepefluan.

Pasal 14

(1), l)ewan Kabupaten Katingan mengadakan rapat konsultasi dan atau

lcoordinasi dengan Ketua Dewan Kecamatan dengan di wilayahnya

sekurilng-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
(2). Dewarn Kabupaten Katingan mengadakan rapat konsultasi dan atau

l<oordinasi dengan pejabat teftentu, tokoh masyarakat dan unsur-
unsur lain yang terkait sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu)

l:ahun.
(3). Dewan Kecamatan mengadakan rapat konsultasi dan atau koordinasi

dengan Ketua Dew,an Desa/Kelurahan diur'ilayah kerjanya sekurang-
luranlgnya sekali dalam l(satu) tahun.

Pasal 15

Setiap Satuan organisarsi di lingkungan Dewan dalam melaksanakan

tugasrnya vvajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
baik rJi lingkungan maslng - masing maupun ilntar satuan organisasi di

dalanr dan di luar Dewan.

Pasal 16

(1), Dewan Kecamatan menyampaikan laporan mengenai Ketahanan

Pangan di wilayahnya kepada Dewan Kabupaten/Kota dengan
tembusan dewan Pnrvinsi secara berkala se,kali dalam 6 (enam) bulan

clan atau sewaKu-waKu sesuai keperluan.
(2). Dewan Kabupaten/1,(ota menyampaikan laporan mengenai ketahanan

pangan di wilayahnya kepada Dewan Prov'insi secara berkala sekali

clalam 1 (satu) tahun dan atau sewaffiu-waktu sesuai keperluan.

I

I

l



BAB V
PEMBTAYAAN

Pasal 17

Biayar yang diperlukan bagi pelaksanaan tuEas Dewan Kabupaten
Katingan di bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten lGtingan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTI,'P

Pasal 18

Ketenrtuan lebih larrjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan
Bupati ini di atur oleh Ketua Harian.

Pasal 19

lDengiln berlakunyr Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati
lKatingan Nomor 26 Tahun 2003 tentang Dewan Ketahanan Pangan
lKabupaten Katinganr dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 2O

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar
r;etiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan
penempatannya daliam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal to AgutuS 2010

BUP'tTI KATINGAN

Diundanghn di Kasongan
pada tanggal, t{) lgugkI 2010

SEKRETA.RIS IDAERAH

$
CHRISTAN]WO ATEL LADJIJI

DUWffiL RAWING

BERITA DAIER.AHI KABUPATEIII I(ATINGAN TAHUN 2IOiO NOI.ION 16


